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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kausal. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kuesioner. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan sebagian sejumlah 100 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama - sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
PENDAHULUAN
Kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu hanya sebesar 53,70 % pada tahun 2018. Hal ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia.

Untuk tahun 2016, pajak mengambil porsi sejumlah 74,63% dari total penerimaan negara. Target tersebut mengalami kenaikan. Menurut Ken Dwijugiasteadi (Media Keuangan, 2016), “menyebutkan bahwa tercatat 129 juta jiwa masyarakat kelas menengah”. Hanya 27 juta jiwa yang memiliki NPWP. Lalu, dari 27 juta jiwa tersebut diketahui hanya 10 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilansir hanya sebesar 59%. Dalam lima tahun belakanganya ini, target pajak tidak pernah mencapai target diduga karena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasi e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. (Fabrianie, 2013).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup Negara dan sumber pembiayaan belanja – belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Penyuluhan ini bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, internet, serta berbagai seminar tentang pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui seseorang, dipahami, dan dimengerti sebagai ilmu yang didapatkan dengan adanya pembelajaran dan pengalapaja. Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki tujuan agar wajib pajak dapat memahami pajak lebih dalam lagi dikarenakan apabila wajib pajak paham dalam menghitung dan melaporkan pajaknya maka akan bisa meningkatkan minat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban.
TINJAUAN PUSTAKA

menurut UU KUP no 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak didefenisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan uu,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteran bagi rakyat banyak.


Bagi negara, pajak adalah suatu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembanguna. Bagi segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat perusahaan ke sektor publik (Erly Suandy, 2009). Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (natural resource).

Sedangkan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.


Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program e-System. Program e System yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari e registration, e-SPT, dan efiling. Program e-System ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak. Menurut beberapa peneliti sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:  Wardiana (2002), “teknologi informasi adalah Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. 


Penggunaan teknologi informasi dalam moderenisasi perpajakan yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Pujianti (2012), menyatakan bahwa “tujuan penggunaan tekhnologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless”. 


Adapun e System perpajakan dibagi menjadi e- registration, e-filling dan e-billing. Dalam perpajakan sendiri layanan ini dapat diakses melalui komputer maupun seluler. Kantor pajak juga memanfaatkan layanan seluler untuk menyebarkan sms blast dan email blast guna memudahkan menyampaikan informasi yang bersifat massal. Hal ini menunjukkan bahwa media elektronik bisa memudahkan wajib pajak untuk menyampaiakan SPT Tahunan. 


Menurut Abdulhak (2005:413), “terdapat klasifikasi pemanfaatan ICT (Information and Communication of Technology) ke dalam tiga jenis, yaitu: pertama, ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian – uraian yang disampaikan. Kedua, ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran.  


Menurut Bambang Warsita (2008:150-151), “secara umum ada tiga pemanfaatan teknologi informasi atau instruksional komputer dan internet untuk pendidikan dan pembelajaran, adalah: Pertama, Learning about computers and the internet, yaitu Komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran, misalnya ilmu computer (computer science). Kedua, Learning with computers and the internet, yaitu teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Misalnya Pustekkom, Depdiknas mengembangkan progam CD multimedia interaktif untuk mata pelajaran. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa TI selain sebagai manfaat pajak dan umum adalah sebagai berikut: pertama, TI sebagai sumber yakni TI dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi dan untuk mencari informasi yang akan dibutuhkan. Kedua, TI sebagai media, sebagai alat bantu yang memfasilitasi penyampaian suatu informasi agar dapat diterima dan dimengerti dengan mudah. Ketiga, TI sebagai pengembang keterampilan pembelajaran, pengembangan keterampilan - keterampilan berbasis teknologi informasi dengan aplikasi - aplikasi dalam kurikulum.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan per undang–undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan akan dapat terciptanya rasa kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak khususnya untuk membayar pajak guna kelangsungan Negara. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam 3 (tiga) fokus, yaitu:

•
Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak

•
Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru 

•
Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. 

Adanya kegiatan pengenalan dan penyuluhan pajak lebih jauh kepada masyarakat diharapkan dapat membantu sosialisasi pajak berjalan dengan sebagaimana semestinya. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE – 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain: 

•
program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi / penyuluhan. 

•
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.

•
Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio. 

•
Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagikan ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut, Herryanto dan Toli (2013):

a. Sosialisasi Langsung 
Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School / Tax Go To Campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulaik dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakann Artikel) sarasehan / tax ghatering, kelas pajak / klinik pajak, seminar / diskusi / ceramah, dan workshop / bimbingan teknis. 
b. Sosialisasi Tidak Langsung 
Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio / televisi, penyebaran buku / booklet / leaflet perpajakan. Bentuk – bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya, dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built – in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (Koran / majalah / tabloid / buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet / leaflet perpajakan), rubric Tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah / buku / alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).


Pengetahuan Perpajakan memeiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan definisi yang pasti. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), “pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang mengubah tidak tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara”. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan mengaplikasikan pengetahuan tentang peraturan yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Khasanah (2014:22), “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambilkeputusan, dan menempuh jarak atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”. 


Menurut Nugraheni (2015:5), “bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memandai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku”. “Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan”. (Zuhdi, et al. 2015).  


Dari pernyataan di atas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya. 


Sedangkan dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, pengetahuan berarti informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahan dan potensi untuk menindak yang lantas melekat dibenak seseorang. Atau dalam arti lain pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal.  

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pajak. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak menjelaskan bahwa: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun  dua terakhir. 
2. Tidak mempunyai tunggakana pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 
4. Dalam 2 tahun terkahir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Menurut Suhendri (2015), “kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan  peraturan atau undang – undang perpajakan yang telah ditetapkan”. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pembayaran pajak dengan benar merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 


Menurut Safri Nurmantu (2006:148), “mengidentifikasikan ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material: 

1. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

· Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
· Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
· Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan 
2. Kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan  kewajiban perpajakannya secara substantif yaitu dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”. 

Jenis kepatuhan yang akan diteliti adalah kepatuhan formal, tingkat rasio 

kepatuhan dihitung dengan cara:

penyampaian SPT tahunan pph/orang=

jumlah SPT tahunan pph/orang      x 100%
Jumlah wajib pajak/orang


Menurut James dan Alley (1999) yang dikutip oleh Gunaidi (2009), “pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukumataupun administrasi”. 


Menurut Warohmah dan Lidyah (2014), “pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu”. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakanpemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.
HIPOTESIS

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Kepada Kepatuhan Wajib Pajak 

Teknologi Informasi sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, selain bermanfaat bagi wajib pajak dalam menyampaikan laporan kewajiban perpajakannya juga mempermudah dalam pelaporannya menggunakan teknologi yang semakin canggih seperti penggunaan teknologi informasi dalam moderenisasi perpajakan yang berbasis e-system secara online. 
Hasil penelitian sebelumnya Lianty dan Dini (2017), Sudrajat dan Arles (2015), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh manfaat teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis yang diajukan adalah: 
H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak 

Agar dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan adanya sosialisasi pajak. Jika sosialisasi pajak tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya maka tidak akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sosialisasi pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi dan pedoman bagi semua pembayar pajak. Herryanto (dalam Andreas dan Savitri, 2015) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga fokus, yaitu:

a. kegiatan sosialisasi bagi calon pembayaran pajak, 
b. kegiatan sosialisasi untuk membayar pajak yang baru, dan
c. kegiatan sosialisasi bagi pembayar pajak yang telah terdaftar.

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian Lianty dan Dini (2017), Andreas dan Savitri (2015), Sudrajat dan Arles (2015), menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikutSehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki.
H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2014:34). Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apa bila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al. 2015).

Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Tingkat pemahaman  wajib pajak tentang peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peratururan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan tentang wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada. 

Hasil penelitian Veronica et al. (2015),  Adityea erlianadtiama dan kadarisman (2015), Andreas dan Enni (2015), Lianty dan Dini (2017), menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
METODE PENELITIAN
Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teknologi Informasi (X1)
Indikator yang terkait dengan Manfaat Teknologi Informasi ini adalah sebagai berikut: Intensitas pemanfaatan teknolgi, Frekuensi pemanfaatan teknologi informasi, dan Jumlah aplikasi atau peranagkat lunak yang digunakan.
b. Sosialisasi Pajak (X2)
Indikator yang terkait dengan Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut: Penyuluhan, Cara sosialisasi, dan Media informasi yang digunakan.
c. Pengetahuan Perpajakan (X3)
Indikator yang terkait dengan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut: Pengetahuan mengenai fungsi pajak, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai prosedur atau tatacara pengisian SPT, Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT), Sanksi perpajakan dan Administrasi.

2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Indikator yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), dan Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience sampling yaitu metode pengambilan sampel secara bebas dan kondisional tanpa menentukan status, atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Sekaran,2009). jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunkana dalam peneltian ini adalah:

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ e

Keterangan :

Y
= Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

α
= Konstanta

β
= Koefisien Regresi

X1
= Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2
= Sosialisasi Perpajakan

X3
= Pengetahuan Perpajakan

e
= error

Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunkana metode Regresi Linear Berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis data menggunakan teknik statistik multiple regression untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows versi 24. ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	6.708
	5.050
	
	1.328
	.187

	
	Pemanfaatan_Teknologi_Informasi (X1)
	.274
	.160
	.162
	1.711
	.090

	
	Sosialisasi (X2)
	.324
	.164
	.197
	1.971
	.052

	
	Pengetahuan_Perpajakan (X3)
	.660
	.109
	.496
	6.073
	.000

	a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak


Sumber: Output Regresi SPSS 24
Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk unstandardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Y = 6.708+0.274X1+0.324X2+0.660X3+e
Dari model persamaan regresi linier berganda tersebut di atas di intreprestasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)
Nilai konstanta (a) sebagai 6.708 menunjukan bahwa, apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pengetahuan perpajakan (X3) konstanta maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 6.708 satuan.

2. Koefisiem (b1) untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0.274, nilai (b1) yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pemanfaatan teknologi informasi (X1) yang artinya, jika pemanfaatan teknologi informasi (X1), naik atau turun sebesar 1 satuan maka besar nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik atau turun sebesar 0.274 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

3. Koefisien (b2) untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0.324 nilai (b2) yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sosialisasi perpajakan (X2) yang artinya jika sosialisai perpajakan (X2) naik atau turun sebesar satu satuan, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak (Y) naik atau turun sebesar 0.324 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.

4. Koefisien (b3) untuk variabel Pengetahuan Perpajakan) (X3)
Besarnya nilai koefisien (b3) 0.660, nilai (b3) yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah antara kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pengetahuan perpajakan (X3) yang artinya jika pengetahuan perpajakan (X3) naik atau turun sebesar satu satuan maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik atau turun sebesar 0.660 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan.
Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error (e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan
Analisis Koefisien Determinasi
Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi :
Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.707a
	.500
	.484
	3.497

	a. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Pemanfaatan_Teknologi, Sosialisasi

	b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak


Sumber: Output Regresi SPSS 24

Bedasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R Square tersebut adalah 0.500, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 50%, sedangkan 50% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis 
Hasil pengujian Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3 Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	1.174.005
	3
	391.335
	32.001
	.000b

	
	Residual
	1.173.955
	96
	12.229
	
	

	
	Total
	2.347.960
	99
	
	
	

	a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

	b. Predictors: (Constant), Pengetahuan_Perpajakan, Pemanfaatan_Teknologi, Sosialisasi


Sumber: Output Regresi SPSS 24
Berdasarkan tabel. Hasil Uji Signifikansi Simultan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel (X1), (X2) dan (X3) secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel (Y) adalah 0.000 ≤ 0.05, Sementara untuk memperoleh Ftabel maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan derajat kebebasan atau Degree of Freedom (df1)=k-1 dan (df2)=n-k. K adalah jumlah variabel (independen+dependen) dan n adalah jumlah responden. Sehingga df1=3 (4-1) dan df2=96 (100-4) pada signifikansi α = 0,05 maka nilai Ftabel sebesar 2,70.

Jadi diketahui Fhitung sebesar 32.001 dan Ftabel sebesar 2,70. Dengan demikian Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Karena nilai signifikansi (Sig.) jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 

Uji statistik T
Hasil pengujian Uji T dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4 Hasil Uji T
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	6.708
	5.050
	
	1.328
	.187

	
	Pemanfaatan_Teknologi
	.274
	.160
	.162
	1.711
	.090

	
	Sosialisasi
	.324
	.164
	.197
	1.971
	.052

	
	Pengetahuan_Perpajakan
	.660
	.109
	.496
	6.073
	.000

	a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak


Sumber: Output Regresi SPSS 24

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan:
Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 1.987 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.090 > 0,05 yang berarti H1 diterima atau secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai thitung sebesar 1.991 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.52 > 0,05 yang berarti H2 diterima atau secara parsial variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel pengetahuan perpajakan (X3) memiliki nilai thitung sebesar 6.073 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H3 diterima atau secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembahasan dari hasil pengujian yaitu :
Pemanfaatan Teknologi  Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) yang berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 1.987 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.090 > 0,05 yang berarti nilai Signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh peneliti Aryati dan Lidwina (2016) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi di era ini maka akan sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan mengakses data.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel sosialisasi perpajakan (X2) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 1.991 yang > dari ttabel 1,984 dengan dengan nilai signifikansi 0.52 > 0,05, maka hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rohmawati (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seringnya kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan banyak wajib pajak yang mengatahui atau paham terhadap aturan dan sanksi perpajakan. Hal tersebut dapat menambah tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapt terlihat dari hasil variabel pengetahuan perpajakan (X3) yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 6.073 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parulian Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin banyaknya wawasan seorang wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi aturan-aturan dalam perpajakan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai pemanfaatan tekhnologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan pada  Pajak Orang Pribadi. penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Wajib Pajak orang pribadi bisa menyebabkan kepatuahan Wajib Pajak kurang mengerti tentang pemanfaatan teknologi saat ini.
b. Variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
c. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
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